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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengawasan Sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen


Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen tentu saja mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses manajemen karena dengan adanya pengawasan dapat dinamai apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sehingga apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula akan cepat dapat ditanggulangi.


Istilah manajemen yang kita kenal berasal dari kata-kata management. Dalam bahasa Inggris management berasal dari kata “to manage” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Di Indonesia kata managemen ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti : kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, penugasan dan sebagainya.

Di bawah ini akan diuraikan pengertian manajemen menurut para ahli. Siagian memberikan definisi manajemen sebagai berikut :

“Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi”.

(Siagian, 1994:5).

Di bawah ini akan penulis kutipkan beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen.

George R. Terry dalam bukunya Principle Of Management mengemukakan tentang  fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Penggerakkan Pelaksanaan (Actuating)
4. Pengawasan (Controlling)
Dikenal dengan akronim POAC (Handayaningrat, 1996;25-26)

“Perencanaan (Planning)
Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (future) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendakinya”.

Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Penggerakan Pelaksanaan (Actuating)
Penggerakan pelaksanaan adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (planning) dan usaha pengorganisasiannya.

Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu :

Pelaksanaan, penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar”. (1996:25-26).

Selanjutnya Siagian mengemukakan bahwa “Pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu dapat dibagi menjadi dua klasifikasi utama yaitu fungsi-fungsi organik dan fungsi-fungsi pelengkap”. (Siagian, 1994:102) yang dimaksud dengan fungsi-fungsi organik itu adalah semua fungsi-fungsi yang mutlak harus dijalankan diantaranya adalah sebagai berikut : perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan dan penilaian. Kemudian yang dimaksud dengan fungsi-fungsi pelengkap ialah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, fungsi-fungsi pelengkap ini diantaranya yaitu : komunikasi, penyediaan tempat kerja yang menarik dan lain-lain.

Dari pendapat para ahli diatas mengenai fungsi-fungsi manajemen, dapat dilihat bahwa pengawasan (controlling) merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan dalam proses administrasi/manajemen. Apabila fungsi ini tidak dijalankan bersama dengan fungsi manajemen yang lain maka mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pencapaian tujuan.

Pengawasan merupakan tugas akhir setelah berlangsungnya segenap kegiatan-kegiatan manajemen dan kemudian fungsi pengawasan itulah tugasnya dalam siklus administrasi dan manajemen.

Dengan adanya hubungan timbal balik antara fungsi-fungsi dalam manajemen, yang merupakan suatu proses terhadap seluruh kegiatan dalam suatu organisasi, maka fungsi pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh hingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan semula dalam suatu organisasi.

2.2 Pengawasan dan Tujuan Pengawasan

2.2.1  Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus dilaksanakan dalam suatu kerja sama atau organisasi agar kesinambungan di suatu kegiatan dapat terjaga sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, selain itu pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam suatu pekerjaan.

Untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi, Penulis akan kemukakan beberapa pengertian pengawasan yang didasarkan pada pendapat para ahli.

Siagian mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. (Siagian, 1994:135).

Sedangkan George R. Terry dalam bukunya Principles Of Managemen memberikan definisi pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan (controlling) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar”. (Hasibuan, 1984:12).

Apabila mengkaji pendapat yang dikemukakan oleh Siagian, maka terlibat bahwa fungsi pengawasan mempunyai kaitan yang erat dengan perencanaan, sehingga pengawasan ini ditujukan untuk mengamati kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan yang berjalan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian Sarwoto mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atas hasil yang dikehendaki”. (Sarwoto, 1994:94).

Mc. Farland dalam bukunya Management Principles and Practises mengemukakan arti pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”. (Handayaningrat, 1996;143).

Dari beberapa pengertian pengawasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan/manager untuk mengetahui bahwa pelaksanaan/hasil kerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan akan ditanggulangi. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengetahui dan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada, agar dapat diperbaiki dan mencegah terulangnya kelemahan-kelemahan tersebut.

Pengawasan pegawai ini mutlak harus dilakukan, mengingat manusia mempunyai sifat salah dan paling tidak sedikit bersifat khilaf. Dan manusia dalam suatu organisasi perlu diawasi bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk mencari dan sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, memperbaiki penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

2.2.2 Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini sesuai dengan pendapatnya Handayaningrat mengatakan bahwa :”Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. (Handayaningrat, 1996:143).

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan yang direncanakan, apakah segala instruksi telah dilaksanakan dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi. Hal ini sesuai denan pendapat Soekarno sebagai berikut :

Tujuan pengawasan adalah :

 “1. 
Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan;

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan dengan instruksi serta azas-azas yang telah diinstruksikan;

3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan;

4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efisien;

5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan”. (Soekarno, 1985:105).

Arifin Abdurrahman mengemukakan secara terperinci beberapa aspek yang menjadi tujuan pengawasan yaitu :

a. Mencegah penyimpangan;

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan;

c. Mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan manajemen yang lain;

d. Mempertebal rasa tanggung jawab;

e. Mendidik tenaga kerja”. (Abdurrahman, 1979:99).


Dari ketiga pendapat para ahli diatas mengenai tujuan pengawasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan, penyimpangan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2.3 Macam-macam dan Syarat Pengawasan

2.3.1  Macam-macam Pengawasan

Beberapa para ahli ilmu administrasi/manajemen berbeda-beda dalam mengemukakan pendapat mengenai macam-macam dan syarat-syarat pengawasan, hal ini dikarenakan sudut pandang dari para ahli yang berbeda.

Dibawah ini akan diuraikan macam-macam pengawasan menurut para ahli.

Handayaningrat mengemukakan bahwa pengawasan itu dibedakan dalam empat macam yaitu :

1. Pengawasan dari dalam (Internal control)

Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh  Aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

2. Pengawasan dari luar organisasi (External Control)
Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu Aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama Pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

3. Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut :

a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya;

b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;

d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya;

e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan;

f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pengawasan Repressif

Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan repressif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan apabila mengacu pada Lembaga Administratif Negara Republik Indonesia dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia mengemukakan macam-macam pengawasan sebagai berikut :

“Pengawasan dapat dibedakan menurut :

1. Subyek yang melakukan pengawasan

Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dikembangkan empat macam pengawasan yaitu :

a) Pengawasan Melekat (Waskat), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.

b) Pengawasan Fungsional (Wasnal), ialah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan. Seperti Itjen, Itwilprop, BPKP dan Bepeka.

c) Pengawasan Legislatif (Wesleg), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD), pengawasan ini merupakan pengawasan politik (Waspol).

d) Pengawasan Masyarakat (Wasmas), ialah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media massa.

2. Cara Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan faktor ini, dapat dibedakan antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

a) Pengawasan langsung ialah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

b) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan permintaan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

3. Waktu Pelaksanaan

a) Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai, pengawasan ini antara lain dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan atas rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan petunjuk operasional (PO), persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat/instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bersifat preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya hambatan dan kegagalan.

b) Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan membandingkan antara hasil yang nyata-nyata dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harus dicapai dalam waktu selanjutnya.

c) Pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil.

Demikian uraian mengenai macam-macam pengawasan menurut para ahli.

2.3.2  Syarat-syarat Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan dilaksanakan sebagai usaha untuk menyelaraskan antara pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik dan mendatangkan hasil yang diharapkan, maka setiap pengawas harus mengetahui dan memperhatikan syarat-syarat pengawasan. Dalam hal ini secara singkat syarat pengawasan di dalam melaksanakan pengawasan. Adapun yang dimaksud dengan istilah pengawasan disini Penulis kutipkan dari pendapatnya Sujamto adalah sebagai berikut : “Istilah Pengawas” itu meliputi dua pengertian pokok yaitu para petugas pengawas fungsional dan para pejabat pimpinan yang mau tidak mau harus senantiasa melakukan pengawasan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anak buahnya”. (Sujamto, 1986: 49).

Sebagaimana telah dikemukakan itu tidak lain adalah Pimpinan organisasi atau unit organisasi. Hal ini karena Pimpinan organisasi/unit organisasi adalah pemegang penyelenggaraan, dan penanggung jawab fungsi pengawasan dalam setiap penyelenggaraan manajemen dalam organisasi yang bagaimanapun. Dengan perkataan lain, fungsi pengawasan itu senantiasa melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan Pimpinan/unit organisasi.

Sesuatu hal yang perlu diketahui bahwa semua pimpinan menginginkan untuk mendapatkan sistem pengawasan yang memadai dan efektif untuk membantu agar apa yang dilakukan sesuai dengan rencana. Adapun syarat-syarat pengawasan yang dimaksud adalah :

A.A. Rachmat mengemukakan tentang syarat-syarat pengawasan adalah sebagai berikut :

Terdapat dua syarat utama yang harus ada sebelum seorang manajer dapat merancang/mempertahankan sistem pengawasan yaitu :

1. Pengawasan memerlukan rencana

Jelaslah bahwa sebelum teknik pengawasan dapat dipergunakan/suatu sistem dirancang, pengawasan harus didasarkan pada rencana. Semakin jelas, semakin lengkap dan semakin diintegrasikan suatu rencana, maka pengawasan dapat dilakukan semakin efektif.

2. Pengawasan memerlukan struktur organisasi

Untuk dapat berjalan dengan baik, proses pengawasan memerlukan struktur organisasi yang baik pula. Dengan perkataan lain, syarat utama pengawasan adalah struktur organisasi yang jelas, lengkap dan terintegrasi. Dengan hal-hal tersebut diatas maka pengawasan dapat dilaksanakan dengan efektif”. (Rachmat, 1986: 131-132).

Selanjutnya syarat-syarat pengawasan dikemukakan oleh Handayaningrat mengatakan bahwa untuk menciptakan kondisi dari pada pengawasan, maka syarat-syarat umum dapat dipergunakan sebagai berikut :

1. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan;

2. Menghindarkan adanya tekanan, paksaan, yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri;

3. Melakukan koreksi rencana yang dapat dipergunakan untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencana yang akan datang”. (Handayaningrat, 1996:150).

Sesuai dengan keterangan tersebut diatas, maka beberapa cara yang baik dapat dilakukan sebagai berikut :

“a.
Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diawasi agar memberikan keterangan-keterangan yang jelas dan ikut serta memecahkan hal-hal yang memecahkan hal-hal yang mempengaruhinya.

  b.
Pengakuan atas hasil/nilai manusia yang telah dilakukannya (hasil karya manusia); artinya penghargaan atas hasil pekerjaannya.

  c.
Melakukan suatu kerjasama agar diperoleh saling pengertian, saling percaya, mempercayai, yang bersifat memberikan pendidikan”.

2.4  Teknik-teknik Pengawasan

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, maka pelaksanaan pengawasan harus berdasarkan kepada teknik-teknik pengawasan, yaitu kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengawasi bawahannya. Proses pengawasan pada dasarnya terbagi dalam dua macam teknik, yaitu pengawasan langsung (direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Siagian mengemukakan teknik-teknik pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan langsung

Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat bertindak :

1. Inspeksi Langsung

2. On-the-spot observation (Observasi ditempat)

3. On-the-spot-report (Laporan ditempat)

Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk :

1. Laporan Tertulis

2. Laporan Lisan”.

(Siagian, 1994:139-140).

Mengingat banyak dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan, maka ia tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung. Oleh karena itu sering pula pimpinan harus melakukan pengawasan tidak langsung.

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. Untuk itu pengecekan ulang atas semua bentuk laporan yang masuk menjadi sangat penting agar pimpinan mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan keputusan yang diambilnya pun cepat dan tepat.

Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan-laporan saja, karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup. Adalah kebijaksanaan apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dengan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu.

Selanjutnya teknik-teknik pengawasan akan diperjelas sebagai berikut :

A. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan teknik pengawasan dimana seorang pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan oleh bawahannya atau para pegawainya, hal ini dimaksudkan agar mengetahui secara benar dan objektif, kondisi pegawai dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan, kesalahan, kelemahan-kelemahan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan, pengawasan langsung dapat berbentuk :

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung merupakan bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan secara langsung mengadakan kunjungan kerja ke tempat kerja para pegawai untuk meninjau kondisi pegawai dan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai serta memeriksa kebenaran laporan yang diterimanya.

b. Observasi di tempat (On-the-spot-observation)
Merupakan salah satu bentuk pengawasan langsung dimana pimpinan mengadakan pengamatan, pemeriksaan secara langsung ke tempat kerja pegawai. Maksud dan tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dan selanjutnya pimpinan melakukan tindakan korektif.

c. Laporan di tempat (On-the-spot-report)
Adalah bentuk terakhir dari pengawasan langsung dimana pimpinan orgnisasi secara langsung meminta laporan kepada para pegawai dimana mereka melaksanakan tugasnya. Dengan demikian laporan di tempat dilakukan pada saat pimpinan melakukan kunjungan ke tempat kerja pegawai dengan jalan meminta keterangan secara langsung kepada para pegawai mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka dan hasil-hasilnya. Laporan di tempat ini dilaksanakan dengan maksud mendapatkan data dan fakta yang objektif mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kondisi para pegawai serta hasil dari pelaksanaan pekerjaan oleh para pegawai yang bersangkutan, sehingga bila ada penyimpangan rencana dan kebijakan akan dapat ditanggulangi.

B. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh yang dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui laporan-laporan yang diterimanya dari bawahan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasilnya serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya mengenai perilaku para pegawai, pengawasan tidak langsung ini antara lain :

a. Laporan Tertulis

Merupakan alat pertanggung jawaban bawahannya kepada atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi-instruksi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh atasan yang bersangkutan.

b. Laporan Lisan

Dilaksanakan dengan cara mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pekerjaan melalui penyampaian laporan lisan yang disampaikan bawahannya kepada atasannya.
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